MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Semarang Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2023
Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Semarang Tahun 2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Bupati Semarang,

Bupati Semarang,

Menimbang:

a. Bahwa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merupakan Salah
Satu Sarana Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Berdasarkan
Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. Bahwa Untuk Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Semarang Tahun 2024, Diperlukan Pendanaan Yang Relatif
Besar Yang Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Tidak
Dapat Dibebankan Dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran, Sehingga
Perlu Dibentuk Dana Cadangan;

c. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Disebutkan Bahwa Pembentukan Dana
Cadangan Ditetapkan Dalam Peraturan Daerah Tentang
Pembentukan Dana Cadangan,;

d. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud
Dalam Huruf A, Huruf B Dan Huruf C, Perlu Menetapkan

Menimbang:
Bahwa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merupakan Salah Satu
Sarana Untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Berdasarkan
Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945;

. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Semarang Tahun 2024 Telah Dibentuk Dana Cadangan Yang
Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Semarang Tahun 2024;

Bahwa Peraturan Daerah Sebagaimana Dimaksud Dalam - Huruf B,
Sudah Tidak Sesuai Dengan Perkembangan Kondisi Yang Ada
Sehingga Perlu Diubah;

. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam

Huruf A, Huruf B Dan Huruf C, Perlu Menetapkan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022
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Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana Cadangan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;

Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Semarang Tahun 2024;

Mengingat:

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42),

. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan
Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra
Tingkat Ii Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1652);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali,
Terakhir Dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang —
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang — Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa
Kali Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Mengingat:

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-

Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat
Ilsemarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1652);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

Matriks Perbandingan Peraturan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Jawa Tengah/Maharani Sekar Tunjung Sari

N



Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat Ii Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat [i Salatiga Dan
Kabupaten Daerah Tingkat Ii Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 4);

. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Semarang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 2);

Memutuskan:
Menetapkan: Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana
Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Semarang Tahun 2024.

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana
Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang
Tahun 2024.

Bab 1
Ketentuan Umum

Pasal |
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Pasal 1 Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022

Dalam Peraturan Bupati Ini Yang Dimaksud Dengan: Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil

1. Daerah Adalah Kabupaten Kebumen. Bupati Semarang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang

2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara | Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Pemerintah Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan | Nomor 2), Diubah Sebagai Berikut:

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati Adalah Bupati Kebumen.
4. Wakil Bupati Adalah Wakil Bupati Semarang.
5. Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Adalah Pelaksanaan

Kedaulatan Rakyat Di Daerah Untuk Memilih Bupati Dan Wakil
Bupati Secara Langsung Dan Demokratis.

6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Selanjutnya
Disingkat Apbd Adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah
Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah.

7. Dana Cadangan Adalah Dana Yang Disisihkan Untuk
Menampung Kebutuhan Yang Memerlukan Dana Relatif Besar
Yang Tidak Dapat Dipenuhi Dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Selanjutnya Disingkat
Ppkd Adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Yang Mempunyai Tugas Melaksanakan Pengelolaan Apbd Dan
Bertindak Sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bab Ii
Tujuan Pembentukan Dana Cadangan
Pasal 2
Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Adalah Untuk Mendanai
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
Bab Iii
Prinsip Pembentukan Dana Cadangan
Pasal 3
Prinsip Pembentukan Dana Cadangan Adalah:
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a. Untuk Mendanai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Tahun 2024 Yang Penyediaan Dananya Tidak Dapat
Sekaligus Dibebankan Dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran;

b. Dana Cadangan Disimpan Dalam Rekening Khusus Dana
Cadangan Pada Pt. Bank Jateng Atau Bank Pemerintah Lainnya
Dalam Bentuk Deposito Yang Dikelola Oleh Ppkd Selaku
Bendahara Umum Daerah; Dan

c. Dalam Hal Terdapat Bunga Dana Cadangan Maka Pemerintah
Daerah Mencatatnya Sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah.

Bab Iv
Besaran Dan Rincian Tahunan Dana Cadangan
Pasal 4

(1) Besaran Dana Cadangan Yang Dibentuk Untuk Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagaimana
Dimaksud Dalam Pasal 2 Adalah Rp30.000.000.000,00 (Tiga
Puluh Miliar Rupiah).

(2) Pemenuhan Besaran Dana Cadangan Sebagaimana Dimaksud
Pada Ayat (1) Terbagi Dalam 2 (Dua) Tahun Anggaran, Y aitu:
a. Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima

Belas Miliar Rupiah); Dan
b. Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima
Belas Miliar Rupiah).

(3) Pembentukan Dana Cadangan Sebagaimana Dimaksud Pada
Ayat (2) Dianggarkan Pada Pengeluaran Pembiayaan Dalam
Tahun Anggaran Yang Berkenaan.

(4) Dalam Hal Terdapat Kekurangan Biaya Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Tahun 2024 Dianggarkan Pada Apbd Tahun
Anggaran 2024.

1. Ketentuan Ayat (1), Ayat (2) Huruf B, Dan Ayat (4) Pasal 4 Diubah,

Sehingga Pasal 4 Berbunyi Sebagai Berikut:
Pasal 4

(1) Besaran Dana Cadangan Yang Dibentuk Untuk Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagaimana
Dimaksud Dalam Pasal 2 Adalah Rp16.000.000.000,00 (Enam Belas
Miliar Rupiah).

(2) Pemenuhan Besaran Dana Cadangan Sebagaimana Dimaksud Pada
Ayat (1) Terbagi Dalam 2 (Dua) Tahun Anggaran, Yaitu:

a. Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rpl5.000.000.000,00 (Lima Belas
Miliar Rupiah); Dan

b. Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rpl.000.000.000,00 (Satu Miliar
Rupiah).

(3) Pembentukan Dana Cadangan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2)
Dianggarkan Pada Pengeluaran Pembiayaan Dalam Tahun Anggaran
Yang Berkenaan.

(4) Dalam Hal Terdapat Kekurangan Biaya Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Tahun 2024 Dianggarkan Pada Apbd Tahun Anggaran 2023
Dan 2024.

Bab V
Sumber Dana Cadangan
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Pasal 5
Dana Cadangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Ayat (1)
Bersumber Dari Penyisihan Atas Penerimaan Daerah Kecuali Dari:
a. Dana Alokasi Khusus;
b. Pinjaman Daerah; Dan
c. Penerimaan Lain Yang Penggunaannya Dibatasi
Pengeluaran  Tertentu
Perundang-Undangan.

Untuk
Berdasarkan Ketentuan Peraturan

Bab Vi
Pengelolaan Dana Cadangan
Pasal 6
Pengelolaan Dana Cadangan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Bab Vii 2. Ketentuan Pasal 7 Diubah Sehingga Berbunyi Sebagai Berikut:
Pelaksanaan Dana Cadangan Pasal 7
Pasal 7 Pelaksanaan Dana Cadangan Pada Tahun Anggaran 2023.
Pelaksanaan Dana Cadangan Pada Tahun Anggaran 2024.
Pasal 8 3. Ketentuan Ayat ( 1) Dan Ayat (2) Pasal 8 Diubah, Sehingga Pasal 8

(1) Tata Cara Penggunaan Dana Cadangan Sesuai Dengan Tujuan
Penggunaan Dana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2,
Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2024.

(2) Dana Cadangan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1)
Dipindahbukukan Ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun
Anggaran 2024 Yang Dialokasikan Untuk Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

(3) Pemindahbukuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Paling
Banyak Sejumlah Saldo Dana Cadangan.

(4) Pemindahbukuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3)
Dilakukan Dengan Surat Perintah Pemindahbukuan Oleh Ppkd.

Berbunyi Sebagai Berikut:
Pasal 8

(1) Tata Cara Penggunaan Dana Cadangan Sesuai Dengan Tujuan
Penggunaan Dana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2,
Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2023.

(2) Dana Cadangan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1)
Dipindahbukukan Ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran
2023 Yang Dialokasikan Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

(3) Pemindahbukuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Paling
Banyak Sejumlah Saldo Dana Cadangan.

(4) Pemindahbukuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3) Dilakukan
Dengan Surat Perintah Pemindahbukuan Oleh Ppkd.
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Bab Viii
Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban
Pasal 9
Penatausahaan Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana

Cadangan Diperlakukan Sama Dengan Penatausahaan Pelaksanaan
Apbd.

Pasal 10
Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Cadangan Dilaksanakan
Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bab Ix Pasal Ii
Ketentuan Penutup Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.
Pasal 11

Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
peraturan ini dengan penempatannya dalam berita dearah Kabupaten | pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam

Semarang. berita dearah Kabupaten Semarang.
Ditetapkan Di Ungaran Ditetapkan Di Ungaran
Pada Tanggal 23 Mei 2022 Pada Tanggal 1 September 2023
BUPATI SEMARANG, BUPATI SEMARANG,
Ttd. Ttd.
NGESTI NUGRAHA NGESTI NUGRAHA
Ditetapkan Di Kebumen Ditetapkan Di Kebumen
Pada Tanggal 23 Mei 2023 Pada Tanggal 1 September 2023
SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG, KABUPATEN SEMARANG,
Ttd. Ttd.
DJAROT SUPRIYOTO DJAROT SUPRIYOTO
Berita Daerah Kabupaten Kebumen Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2022 Nomor 2 Tahun 2023 Nomor 11
Lampiran Lampiran
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